
 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR  9  TAHUN 2012 

TENTANG 
PENANAMAN MODAL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TRENGGALEK, 
 

Menimbang  : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan 

dukungan penanaman modal untuk 

mengembangkan dan mengelola potensi daerah, 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

menjelmakan demokratisasi di tingkat daerah; 

b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu 

faktor pendukung yang penting dan strategis, 

sehingga perlu diciptakan suasana kondusif, 

menarik, dan dapat menjamin kelangsungan 

kegiatan usaha, dengan meningkatkan dan 

memantabkan kemudahan pelayanan penanaman 

modal; 

c. bahwa diperlukan adanya jaminan kepastian dan 

keamanan berusaha serta jaminan kepada 

masyarakat terhadap dampak adanya penanaman 

modal; 

d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 

disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten 
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berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penanaman Modal; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Penanaman Modal; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2013); 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3214); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3274); 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3502); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4661); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3821); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4279); 
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12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 4356); 

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4724); 

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4725); 

16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4756); 

17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4866); 
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18. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5038); 

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 

tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3718); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4855); 

 


